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Bismillahirrahmanirrahiiim, 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, puji 

syukur kami panjatkan ke hadapan 

Allah SWT yang Maha Kuasa, atas 

limpahan rahmat dan hidayyah-

Nya sehingga dapat diselesaikan 

tugas-tugas Bagian Perencanaan 

dan Program tahun 2016 dengan 

lancar. 

Laporan kinerja ini merupakan 

gambaran kinerja tersebut yang 

dituliskan berdasarkan apa yang 

telah dicapai dalam mendukung 

kinerja Biro Perencanaan, Keu-

angan dan Tata Usaha. 

Kinerja Bagian Perencnaan dan 

Program, secara umum, cukup 

memuaskan dengan demikian da-

lam beberapa hal perlu diperbaiki 

untuk peningkatan  kinerja 

yang lebih baik di masa 

mendatang. 

Capaian kinerja ini tidak lepas 

dari dukungan yang luar biasa 

dari seluruh personel di Bagian 

Perecanaan dan Program, ker-

jasama dari seluruh unit kerja 

di BSN, serta motivasi dari 

Bapak Kepala Biro 

Perencanaan, Keuangan dan 

Tata Usaha. 

Akhir kata, laporan ini diharap-

kan menjadi bahan evaluasi 

untuk dapat menghasilkan 

kinerj yang lebih baik di masa 

mendatang. 

Wassalam. 

Jakarta,    Januari 2017 
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Bagian Perencanaan dan Program sebagai salah 

satu unit di bawah Biro PKT yang harus memberikan 

kontribusi untuk pencapaian tujuan sasaran BSN.  

Bagian mendukung kinerja Biro PKT  dalam mening-

katkan kualitas akuntabilitas kinerja BSN, 

mewujudkan perencanaan dan monitoring evaluasi 

yang akurat dan akuntabel, memberikan layanan 

dalam perencanaan dan penganggaran dan mening-

katkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, SDM, 

tata kelola dan organisasi di Bagian Perencanaan 

dan Program. 

Secara umum kinerja yang dihasilkan sudah cukup 

memadai meskipun beberapa hal perlu dilakukan 

perbaikan. 

Hal-hal yang telah memenuhi target kinerja antara 

lain Jumlah dokumen perencanaan dan 

penganggaran, Persentase penyusunan anggaran 

Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja, Persentase 

Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, 

Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat 

waktu,  Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT 

yang meningkat kompetensinya (Bagian 

Perencanaan dan Program), Realisasi anggaran 

PKT (Bagian Perencanaan dan Program), dan 

Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola 

PKT (Bagian Perencanaan dan Program). Se-

dangkan yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu 

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT 

Bagian Perencanaan dan Program, Persentase 

pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi 

dalam Pagu Indikatif, dan Jumlah revisi anggaran 

ke Kemenkeu. 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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Sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, unit instansi 

pemerintah diwajibkan mem-

berikan laporaan kinerja se-

b a g a i  b e n t u k 

pertanggungjawaban kinerja 

kepada pihak-pihak yang 

terkait.  

Bagian Perencanaan dan 

Program, sebagai salah satu 

instrumen di Badan Standardisasi 

Nasional, perlu juga memberikan 

kontribusi atas kinerja unit di 

atasnya dalam mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi, Dalam 

hal ini bertanggung jawab  ter-

hadap Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Tata Usaha (PKT).  

Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja ini di-

maksudkan untuk memberikan informasi 

kepada pihak terkait tentang kinerja yang 

telah dicapai Bagian Perencanaan dan 

Program untuk mendukung pencapaian 

kinerja Biro PKT sebagaimana ditetapkan 

dalam Rencana Strategis Biro PKT.  

 

Adapun Laporan ini bertujuan untuk : 

1. Memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya 

dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi kinerja Bagian 

Perencanaan dan Program  dan Biro 

PKT  

Maksud dan Tujuan 

PENDAHULUAN 
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Na-

sional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organ-

isasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN No-

mor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas 

Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 

tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian 

Perencanaan dan Program adalah melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan 

perencanaan serta melaksanakan penyusunan ang-

garan di bidang standardisasi. 

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan 

fungsi: 

1. penyusunan rencana dan program; 

2. penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan serta sumber lain yang sah 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi program standardisasi, serta penyusunan laporan. 

TUGAS BAG. RENPRO 

 penyiapan bahan 

p e r u m u s a n 

kebijakan, program, 

dan perencanaan  

 m e l a k s a n a k a n 

p e n y u s u n a n 

anggaran di bidang 

standardisasi 

Bagian Perencanaan dan Program didukung 

oleh 2 Sub Bagian, yaitu : 

Sub Bagian Program dan Anggaran,  bertugas 

melakukan penyiapan penyusunan program 

dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan. 

SuBagian Perencanaan, dengan tugas mela-

kukan pengumpulan data dan informasi serta 

penyiapan penyusunan rencana dan kegiatan. 

JUMLAH SDM BAG RENPRO : 12 

Sumberdaya Manusia 
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PERAN STRATEGIS BAGIAN 

PERENCANAAN DAN  PROGRAM  

Bagian Perencanaan dan Program ber-

peran dalam mendukung Biro PKT da-

lam melaksanakan tugas perencanaan 

dan program di bidang standardisasi 

dan penilaian kesesuaian baik di internal 

BSN maupun dengan stakeholder BSN 

seperti Bappenas dan Kementerian 

Keuangan serta K/L lain yang terkait.  

Potensi, Permasalahan dan Tindaklanjut 
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TUJUAN 

1. Meningkatnya kualitas layananan 

perencanaan, keuangan, dan keta-

tausahaan dan rumah tangga 

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana untuk pelaksa-

naan tugas BSN 

 

 

 

 

SASARAN 

1. Meningkatnya  kualitas  layananan  

perencanaan,  keuangan,  dan keta-

tausahaan dan rumah tangga 

2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang 

berkualitas 

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov da-

lam pelaksanaan Tusi PKT 

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan 

akuntabel 

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN 

6. Terpenuhinya  kebutuhan  sarana  dan  prasa-

rana  untuk  pelaksanaan tugas BSN 

Tujuan dan Sasaran Biro PKT 

“Menjamin pelayanan pri-

ma dalam penyusunan 

perencanaan, pengelolaan 

anggaran dan tata usaha  

yang profesional, transpa 

ran dan akuntabel” 

VISI 
MISI 

1. Memberikan dukungan 

layanan perencanaan, 

keuangan, dan tata usaha 

untuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi BSN. 

2. Memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk pelaksa-

naan tugas dan fungsi BSN. 

 PERENCANAAN KINERJA  
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Sasaran tersebut merupakan sasaran 

strategis di lingkungan Biro PKT selaku unit 

yang memberikan layanan kepada unit 

teknis di lingkungan BSN. Sasaran ini 

menjadi acuan bagi Bagian Perencanaan 

dan Program dalam melaksanakan kegiatan 

agar Sasaran tersebut dapat dicapai. 

Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT 

harus dapat dinilai dari aspek ketepatan 

penentuan sasaran strategis, indikator 

kinerja, ketepatan target dan keselarasan 

antara kinerja output dan kinerja outcome. 

Adapun sasaran kinerja Biro PKT yang 

harus didukung oleh Bagian Perencanaan 

dan Program berdasarkan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya good governance dan clean 

government 

2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring 

evaluasi yang akurat dan akuntabel 

3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan 

anggaran, sumber daya manusia, tata 

kelola dan organisasi Bagian Perencanaan 

yang profesional.  

Gambar 1. Personel di Bagian Perencanaan dan Program 
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Perjanjian Kinerja 
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan 

kinerja yng dijanjikan bawahan kepada atasan 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. 

Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk menilai 

keberhasilan unit kerja. Adapun Perjanjian 

kinerja Biro PKT tahun 2016 yang harus 

didukung oleh Bagian Perencanaan dan 

Program adalah sebagai berikut.  

Tingkat 

Kualitas 

Akuntabilitas 

Kinerja BSN 

Terwujudnya 

Good 

Governance 

dan Clean 

Government 

Indeks 

Kepuasan 

Pegawai thd 

Layanan 

Perencanaan 

Target : 

70 (BB) 

Target : 

3,60 

Sasaran 1 

% Pelaporan 

Kinerja dan 

Anggaran 

Tepat Waktu 

Jumlah 

Revisi 

Anggaran 

ke Kementerian 

Keuangan 

% Unit Kerja 

yang 

Menyampaikan 

LAKIP Tepat 

Waktu 

% Penyusunan 

Anggaran Unit 

Kerja yang Telah 

Berbasis Kinerja 

% Pengajuan 

Anggaran 

BSN yang 

Terakomodasi 

dalam Pagu 

Indikatif 

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan & 

Penganggaran 

Terwujudnya 
Perencanaan dan 

Monitoring Evaluasi 
yang Akurat dan 

Akuntabel 

Target : 

100 % 

Target : 

4 kali 

Target : 

50 % 

Target : 

5 dokumen 

Target : 

80 % 

Target : 

100 % 

Sasaran 2  

Gambar  2. Diagram Sasaran Kinerja  Terwujudnya Good Governance dan Clean 

Government 

Gambar 3. Diagram Sasaran Kinerja Terwujudnya Perencanaan dan Monitoring Evaluasi yang 

Akurat dan Akuntabel 
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Perjanjian Kinerja 

 

Sasaran 3 

 

% Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

Perencanaan 

yang Meningkat 

Kompetensinya 

Realisasi 

Anggaran 

Bagian 

Perencanaan 

dan Program 

Target : 

100 % 

Target : 

≥95 % 

Jumlah e-

governance yang 

mendukung tata 

kelola Bagian 

Perencanaan dan 

Target : 

1 Aplikasi 

Meningkatnya Kinerja 

Sistem Pengelolaan 

Anggaran, SDM, Tata 

Kelola, dan Organisasi 

Biro PKT yang 

Profesional 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan 

kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang 

menghasilkan output 5 Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Dokumen Rencana Kerja 

2. Rencana Kerja Anggaran-KL (RKAKL) 

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

4. implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

5. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan BSN 

Gambar  4. Diagram Sasaran Kinerja  Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, 

SDM, Tata Kelola, dan Organisasi Biro PKT yang Profesional 
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Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk 

mengukur terwujudnya good governance dan 

clean government adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN 

Tingkat kualitas akuntabilitas Kinerja BSN dinilai 

berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ke-

menterian PAN dan RB.  

Sampai dengan Laporan ini disusun, Kementeri-

an PAN dan RB belum menyampaikan hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja BSN tahun 2016. 

Namun demikian, kalau mengacu pada hasil 

penilaian akuntabilitas kinerja dari tahun 

2010 – 2014 cenderung mengalami 

peningkatan (Lihat  Gambar 6). 

CAPAIAN KINERJA 

SASARAN I 
Terwujudnya good governance dan clean 

government 

Gambar 5. Capaian kiner tingkat kualitas akuntabili-

tas kinerja BSN 2015 

Nilai evaluasi AKIP BSN 

sebesar 64,81 (CC) 

mengalami kenaikan 

predikat  menjadi 

sebesar 64,20 (B) pada 

tahun 2015.  
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Gambar 6.  Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja BSN tahun 2010—2015 

2.   Indeks kepuasan pegawai terhadap 

layanan bagian perencanaan 

Tugas utama Bagian Perencanaan dan Program 

adalah memberikan layanan dalam 

perencanaan, anggaran dan program. Layanan 

tersebut harus berorientasi pada kepuasan unit 

di BSN. Untuk itu dilakukan survei  kepada se-

luruh pegawai untuk mengetahui indeks/tingkat 

kepuasan pegawai. Adapun aspek yang dinilai 

adalah: 

1. Informasi terkait perencanaan 

2. Alokasi anggaran  per unit  

3. Kemudahan penggunaan aplikasi 

SIPP dalam penyampaian laporan 

4. Fasilitasi yang diberikan terkait revisi 

anggaran 

Secara umum hasil survey menunjukkan 

indeks kepuasan layanan Bagian 

Perencanaan dan Program rata-rata sebe-

sar 3,22 (skala 5), dengan nilai tertinggi 

terkait dengan fasilitasi dalam revisi ang-

garan (3,27) dan terendah terkait dengan 

alokasi anggaran per unit kerja (3,13). 

Gambar 7.  Capaian indeks kepuasan layanan Bagian Perencanaan dan Program 
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Gambar 8. Grafik indeks kepuasan layanan Bagian Perencanaan dan Program 

Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk 

mengukur terwujudnya perencanaan dan 

monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel 

adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah dokumen perencanaan dan 

penganggaran 

Bagian Perencanaan dan Program PKT telah 

menyelesaikan 6 dokumen perencanaan dan 

penganggaran dari target 6 dokumen atau 

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Secara 

rinci keenam dokumen perencanaan dan 

penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 

A. Renja BSN 2017 

BSN menyusun Dokumen Rencana Kerja 

(Renja) 2017. Renja merupakan dokumen 

perencanaan yang berisi program dan kegiatan 

suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L 

yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.  

Rangkaian tahapan kegiatan yang telah dil-

aksanakan dalam rangka penyusunan Renja 

BSN dimulai dari : 

 Penyampaian usulan anggaran 2017 dari 

seluruh Unit Kerja yang berupa TOR dan 

RAB (proposal awal) di awal tahun 2016 

untuk kepentingan penyusunan reviu 

baseline anggaran BSN tahun 2017, 

sebelum turun pagu indikatif 2017. Pro-

posal awal tersebut merupakan upaya 

yang dilakukan dalam rangka mendorong 

penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK) yang berupa rencana kerja yang 

akan dilakukan dan hasil kinerja yang 

diperjanjikan Unit Kerja. Diharapkan mulai 

tahun 2017 Unit Kerja tidak lagi 

menyusun rencana kerja setelah 

mendapatkan pembagian anggaran.  

 Penyampaian reviu baseline anggaran 

BSN tahun 2017 kepada Kemenkeu tang-

gal 5 Februari 2016 sebesar 

Rp.312.070.602,- berdasarkan hasil 

penelitian awal atas proposal awal yang 

diajukan Unit Kerja.  

SASARAN II 
Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang 

akurat dan akuntabel 
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Gambar 9. Profil Rencana Kerja BSN tahun 2017 
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 Multilateral Meeting I dan II antara Bappenas 

dengan seluruh K/L dan Pemda yang dil-

aksanakan pada tanggal 23 Februari s/d 1 

Maret 2016 dan 14 s/d 18 April 2016 dalam 

rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2017.  

 Bilateral Meeting I dan II antara Bappenas 

dengan K/L di lingkungan Ristekdikti yang dil-

aksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 dan 19 

April 2016 untuk membahas Program dan 

Kegiatan K/L yang masuk ke dalam Prioritas 

Nasional 2017 dan sebagai tindaklanjut dari per-

temuan Multilateral Meeting. 

 Trilateral Meeting antara BSN, Kemenkeu dan 

Bappenas tanggal 23 Mei 2016. 

 Penetapan RKP 2017  

 Penetapan Pagu Indikatif BSN Tahun 2017  

 Penyusunan Renja BSN 2017  

 Penyampaian Renja BSN 2017  

 Selain itu dalam rangka konsolidasi seluruh unit 

kerja di BSN pada tahun 2016 telah 

terlaksana rapat kerja (raker) BSN Tahun 

2016 dengan tema “Meningkatkan Peran 

SNI Dalam Meraih Peluang di Pasar Glob-

al” pada tanggal 10-11 Februari 2016 yang 

dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, II, III, 

IV, peneliti senior, pustakawan senior dan 

staf senior di lingkungan Badan Stand-

ardisasi Nasional. Dalam pelaksanaan Rak-

er BSN Tahun 2016 telah dilakukan : eval-

uasi hasil Raker BSN Tahun 2015; rencana 

aksi perbaikan akuntabilitas kinerja;  reviu 

Renstra dan IKU BSN; penetapan sektor 

prioritas; penanganan hot issue; koordinasi 

kegiatan di daerah; pilot project pembinaan 

UMKM; strategi terkait kelembagaan, brand 

image BSN-SNI, sistem informasi SPK dan 

hotline service; pemenuhan sarana prasa-

rana; serta tindak lanjut terkait kesejahter-

aan, etos kerja, corporate awareness, refor-

masi birokrasi dan pengembangan SDM. 

Gambar 10. Raker BSN 2016 



16  

B. RKA BSN 2017 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan 

suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L 

yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran 

untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Di tahun 2016, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yai-

tu dokumen RKA BSN tahun 2017 dan penetapan 

DIPA BSN tahun 2017. Pagu Anggaran BSN tahun 

2017 sebesar Rp. 184.522.097.000,- 

Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) yang diajukan oleh Unit Kerja sebagai 

dasar penyusunan RKA sebelumnya telah dilakukan 

penelitian oleh Biro PKT dan di reviu oleh 

Inspektorat.   

Mulai tahun 2015 sebelum penyusunan RKA 

2016 seluruh K/L diminta untuk melakukan 

penataan nomenklatur kinerja dengan 

menggunakan aplikasi Arsitektur Data 

Informasi Kinerja (ADIK) RKA. Mengingat 

BSN masih terus melakukan penyempurnaan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), maka pada ta-

hun 2016 telah dilakukan kembali penataan 

nomenklatur kinerja BSN dalam rangka 

penyusunan RKA 2017.    

Gambar 11. Perkembangan  DIPA BSN tahun 2013-2017 

Rp. M 
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C. Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu 

instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu 

pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati 

berbagai permasalahan sebagai bahan acuan 

dalam menyusun rencana kinerja di tahun 

berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di 

tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, 

efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Pada tahun 2016, BSN telah menghasilkan 1 

(satu) dokumen Laporan Kinerja BSN tahun 

2015, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit 

Eselon I tahun 2015, dan 11 (sebelas) 

dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II 

tahun 2015. Laporan Kinerja ini telah 

disusun secara berjenjang dimulai dari 

penyusunan Laporan Kinerja Eselon II, 

dilanjutkan penyusunan Laporan Kinerja 

Eselon I, dan terakhir penyusunan Laporan 

Kinerja BSN. 

Draft Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 

disusun oleh Tim AKIP yang merupakan 

perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon II 

dan telah direviu oleh pimpinan BSN 

(Kepala BSN, Eselon I dan II). Selanjutnya 

Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 dil-

akukan reviu oleh Inspektorat BSN. 

Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 telah 

disampaikan tepat waktu yaitu 

tanggal 28 Februari 2016 kepada 

Presiden dan ditembuskan Ke-

menPANRB, Kemenkeu, dan 

Bappenas. 

Gambar 12. Koordinasi program dan kegioatan antara Bappenas, BSN dan Kementerian Koperasi dan UKM 
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D. Implementasi AKIP BSN 

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji 

rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara 

pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang 

menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. 

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja 

yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit 

kerja dalam suatu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Perjanjian kinerja akan dipertanggungjawabkan 

capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja.  

Pada tahun 2016, telah dihasilkan dokumen 

Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2016 yang terdiri dari 

Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon I dan II di 

lingkungan BSN.  

Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi 

AKIP BSN Tahun 2015, maka pada tahun 2016 

telah dilakukan reviu dan penyempurnaan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) agar lebih spesifik, relevan, 

terukur dan khas yang menggambarkan efektivitas 

dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut, mulai 

tingkat BSN sampai unit kerja dibawahnya. IKU hasil 

penyempurnakan akan menjadi dasar dalam 

menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016, 

mulai dari Perjanjian Kinerja tingkat Kepala 

BSN, eselon I dan II. Selanjutnya memastikan 

Perjanjian Kinerja eselon II diturunkan habis 

mulai tingkat eselon III sampai staf dalam 

bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  

Sebagai upaya untuk terus melakukan 

perbaikan implementasi AKIP di BSN, pada 

tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Kepala 

BSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional. Pedoman SAKIP ini 

menjadi pedoman bagi Unit Kerja di 

lingkungan BSN untuk perbaikan proses 

pengambilan keputusan dalam upaya 

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik 

di BSN dan mendorong secara terus menerus 

untuk peningkatan kinerja seluruh Unit Kerja 

secara akuntabel.  

Gambar 13. Evaluasi akuntabilitas kinerja BSN oleh Kementerian PAN dan RB 
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E. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam 

rangka pengendalian kegiatan dan program agar 

mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat 

waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara 

lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan-

pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit 

kerja/instansi terkait.  

Pada tahun 2016, telah dihasilkan 1 (satu) 

dokumen laporan monev kegiatan. Dokumen 

laporan monev ini terdiri dari laporan bulanan, 

laporan triwulanan, laporan PP 39, laporan PMK 

249, dan laporan capaian kinerja. 

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan monev 

anggaran sebagai tindak lanjut atas berbagai 

penyesuaian kegiatan di unit kerja dan 

mengkomodir adanya kebijakan pemerintah 

berupa penghematan dan efisiensi anggaran, 

selama tahun 2016 Biro PKT telah 

melakukan 5 (lima) kali revisi anggaran 

yang diajukan kepada Kemenkeu.  

Selain itu untuk mengetahui implementasi 

standardisasi dan penilaian kesesuaian di 

daerah. 

Sebagai upaya terus melakukan perbaikan 

kinerja, Bagian Perencanaan dan Program 

telah membangun aplikasi monev berbasis 

website untuk membantu Unit Kerja 

memonitor pencapaian realisasi kinerja 

setiap saat dan mempercepat proses 

pelaporan, yaitu Aplikasi Sistem Informasi 

Perencanaan dan Pelaporan (SIPP). 

Gambar 14. Refleksi dan BSN mendengar sebagai upaya memperoleh umpan balik dari kegiatan BSN 
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2. Persentase pengajuan anggaran BSN yang 

terakomodasi dalam Pagu Indikatif 

 

Setiap tahun BSN mengajukan usulan kerangka 

acuan kegiatan tahun berikutnya ke Kementerian 

Keuangan yang selanjutnya akan digunakan se-

bagai bahan penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Untuk itu setiap unit kerja 

menyampaikan bahan pengusulan rencana ang-

garan ke Bagian Perencanaan dan Program.  

Untuk tahun 2017, secara keseluruhan unit kerja 

mengajukan anggaran sebesar Rp. 

312.070.602.000,- Setelah dilakukan pembaha-

san dengan Kementerian Keuangan dan Bap-

penas melalui pertemuan tiga pihak (trilateral 

meeting) Maka berdasarkan Surat Bersama Men-

teri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala bap-

penas No. S-378/MK.02/2016 dan No. 0163/

M.PPN/05/2016, BSN memperoleh pagu indikatif 

sebesar Rp. 184.522.097.000,- Dengan demikian 

capaian untuk indicator ini sebesar 74% 

dibandingkan target. 

3. Persentase penyusunan anggaran Unit 

Kerja yang telah Berbasis Kinerja 

Agar anggaran digunakan secara efektif dan 

efisien, penyusunan anggaran seharusnya ber-

dasarkan pada kinerja yang ingin dicapai BSN. 

Penyusunan anggaran dimulai usulan KAK dan 

RAB dari unit kerja, yang kemudian usulan terse-

but dilakukan penelitian oleh Bagian 

Perencanaan dan Program dan riviu oleh unit In-

spektorat. Penelitian dan riviu berdasarkan pada 

RPJM, RKP, Renja, prioritas nasional/bidang, pri-

oritas BSN, aturan pengelolaan keuangan, dan 

lain-lain. Berdasarkan penelitian dan riviu terse-

but, unit kerja harus melakukan tindak lanjut ber-

dasarkan rekomendasi, sehingga menghasilkan 

RKAK/L yang memenuhi anggaran berbasis 

kinerja. 

Gambar 15. Capaian kinerja persentase pengajuan ang-

garan BSN yang terakomodasi dalam pagu indikatif 

Gambar 16. Capaian kinerja persentase penyusunan 

anggaran unit kerja yang telag berbasis kinerja  
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4. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan 

LAKIP tepat waktu 

Bagian Perencanaan dan Program diberi tugas 

mengkoordinasikan penyusunan LAKIP BSN. 

Dalam penyusunan LAKIP tersebut diperlukan 

dukungan data-data kinerja dari unit-unit kerja di 

lingkungan BSN. BSN mewajibkan agar setiap 

unit eselon I dan II menyusun LAKIP masing-

masing, sehingga LAKIP yang harus disiapkan 

sebanyak 16 dokumen LAKIP.   

Untuk penyerahan dokumen LAKIP ke Bagian 

Perencanaan dan Program, sampai dengan ba-

tas waktu, hanya 2 unit kerja yang telah menye-

rahkan tepat waktu dari sebanyak 15 Unit kerja. 

Dengan demikian capaian kinerja ini sebesar 

26%.  

Gambar 17. Capaian kinerja persentase unit 

kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 
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5. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisi anggaran ditargetkan sebanyak maksimal 4 

kali dalam setahun. Namun dalam pelaksanaaan, re-

visi anggaran dilakukan sebanyak 5 kali, sehingga 

target tidak sesuai dengan rencana. Hal ini meng-

ingat kebutuhan  anggaran yang dinamis. Disamping 

perubahan-perubahan anggaran yang merespon 

kebutuhan prioritas internal BSN dan stakeholder, 

tetapi juga kebijakan pemerintah melakukan penghe-

matan/pemotongan anggaran. 

Jumlah revisi anggaran 

ke Kementerian 

Keuangan tidak sesuai 

target, hal itu 

dikarenakan adanya 

penghematan APBN 

2016 

Perlu komitmen bersama untuk 

meningkatkan daya saing bangsa 

Gambar 18. Capaian kinerja jumlah revisi ang-

garan  
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6. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran 

tepat waktu 

Pelaporan kinerja dan anggaran merupakan in-

strumen untuk yang digunakan untuk memantau 

dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dan 

anggaran setiap kegiatan di unit kerja. Pelaporan 

kinerja dan anggaran berupa laporan bulanan, 

laporan triwulan, laporan semester, dan laporan 

sesuai PP 39. Pelaporan ini telah dikembangkan 

dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Perencanaan dan Pelaporan), namun 

masih ada yang perlu disempurnakan/

diperbaiki.  

Dalam penyampaian laporan kinerja dan 

anggaran, sebanyak 11 Unit kerja dari 11 

unit kerja telah menyampaikan laporan 

sesuai waktu yang ditetapkan. 

Gambar 19. Capaian kinerja persentase pelaporan 

kinerja dan anggaran waktu 
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SASARAN III 
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya 

manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional 

Indikator kinerja dan capaian kinerja untuk mengukur 

meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber 

daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT (Bagian 

Perencanaan dan Program) yang meningkat 

kompetensinya  

Beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ASN di Ba-

gian Perencanaan dan Program antara lain berupa pelatihan, 

workshop, seminar atau knowledge sharing. Seluruh ASN di 

Bagian Perencanaan dan Program telah memperoleh pelatihan 

dengan rincian terlampir. Sehingga  kinerja ini dapat dicapai 

100%. 

Target untuk 

peningkatan kompetensi 

pegawai bagian 

perencanaan telah 

memenuhi tergat yaitu 

sebanyak 100% 

Gambar 20. Workshop system thinking untuk perencanaan strategis dan pengambilan kebijakan 
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2. Realisasi Anggaran   

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-

084.01.1.613104/2016 tanggal 7 Desember 

2016,  pagu anggaran Bagian Perencanaan dan 

Program sebesar Rp.3.873.282.000,- dan 

realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2016 adalah 

sebesar Rp.3.709.233.652,- atau sebesar 95.8%. 

Tidak maksimalnya penyerapan anggaran 

disebabkan karena adanya efisiensi dari nilai 

kontrak pengadaan jasa konsultansi untuk 

kajian strategis. Dengan demikian capaian 

kinerja ini sebesar 101 %.  

Realisasi anggaran 

semua komponen di 

atas rata—rata 

realsasi total BSN 

yaitu >95% 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

RENJA RKA LAKIP SAKIP MONEV KAJIAN

REALISASI ANGGARAN

ALOKASI REALISASI

Rp. 000 

Gambar 21. Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan 

Program 
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Gambar 22. Dashboard (tampilan muka) aplikasi SIPP 

3. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT 

(Bagian Perencanaan dan Program) 

Bagian Perencanaan dan Program telah mengem-

bangkan aplikasi SIPP. Aplikasi ini diperlukan untuk un-

tuk mempercepat dan memudahkan integrasi data 

penganggaran dan pelaporan di seluruh unit kerja di 

BSN. 

Telah membuat aplikasi 

untuk mendukung e-

governance yaitu Sistem 

Pelaporan dan 

Penganggaran (SIPP) 

Gambar 23. Pelaksanaan sosialisasi aplikasi SIPP kepada unit kerja 
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Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan 

ProgramTahun 2016 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian 

kinerja Bagian Perencanaan dan Program-

Biro PKT Tahun 2016 dalam mendukung 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

strategis Biro PKT. 

Berdasarkan hasil pengukuran ca-

paian kinerja kegiatan Bagian Perencanaan 

dan Program Tahun 2016, sebagian besar 

kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai 

perjanjian kinerja dan indikator kinerja telah 

dapat diselesaikan dari target yang 

ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan 

di Bagian Perencanaan dan Program sangat 

mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi 

lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan 

Tata Usaha, sesuai tugas fungsi Biro PKT 

sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup 

Badan Standardisasi Nasional.  

Walaupun demikian, masih 

ditemukan berbagai kelemahan dan sebagi-

an kecil kegiatan yang belum memenuhi tar-

get. Hal ini akan dijadikan input untuk perbai-

kan kegiatan Bagian Perencanaan dan Pro-

gramdi tahun-tahun berikutnya. 

 

PENUTUP  
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